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Menimbang : a. héerintah yang tepat i,
: * Tk agi B L3 S’tl‘l.lktllr
aJ]Bz,i \QT:; suaikan struktur dan

engan lingkungan strategisnya,
an dan penyesuaian terhadap tugas

af penye
51 pg 2wa dﬂé&h;

grda gz:k‘an/ pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
a_pérlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
an Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Jember;

ngingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Mil
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

c. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian Kkine
Badan Usaha Milik Daerah dan dan Badan Layanan Umum
Daerah;

d. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Layanan Umum Daerah. '

€. penyusunan kebijakan,  koordinasi Badan Usaha Mil
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah,;

f. penyelenggaraan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan
pengembangan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah ;

g, penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanm

tugas.
Paragraf 2
Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa
Pasal 28

mempunyai tugas
a. melaksanakan peny1a G
daerah, pengoordi pelgksa

pemantau : si pelalkisg
penyust T spengendali
- n i - _pe kebijakan :
i kebijakan daerah, pengoordinasia
- érangkat Daerah, pelaksanaan pemar;taum_
dan) \evaluas) bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
okasi pengadaan barang dan jasa.
c. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa
mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan ;

b, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian programf’_.

dan evaluasi dan pelaporan;

¢. penyiapan bahan pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

d. penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan
_daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pembinaan dan
advokasi nencadaan barane dan 1asa
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e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Py
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemb!

¥ i dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

f. penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksa
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan
pengelolaan layanan pengadaan

g. penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD;

h. pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yan;
dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan
pembangunan lainnya;

i. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan
petunjuk teknis pengelolaan APBD;

j. pengumpulan bahan  penyusunan rencana kebu
perbekalan;

k. pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan

administrasi perbekalan; dan

pelaksaaan fungsx lain yang decnkan let A

APBN, pxhak ketlpa,
gunan dan dana pembangunan Iamnya serta melaksana

: 5 2) Unmk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
T Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian Program mem
fungsi:

a. penyusunan dan persiapan rencana kegiatan penyusunan program
pembangunan daerah dan kegiatan pengendalian program
pembangunan ;

b. penyusunan bahan kebijjakan dalam rangka mempersiap
program pembangunan daerah;

c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
penyusunan program pembangunan daerah;

: d. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi d&n
 § kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusun J'
: sinergitas program pembangunan daerah; :
e. pelaksanaa sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan
program pembangunan daerah;

f. penyusunan program pembangunan dalam rangka ;
mengembangkan akses pembangunan daerah; l
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pelaksnaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan -
pihak lain dalam rangka kelancaran program pembé
daerah; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pr
pembangunan daerah ; :
i. penyusunan bahan kebijakan pengendalian pembangunan
diselenggarakan oleh pemerintah  maupun swasta
pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah ;
penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pe 1
pembangunan dalam rangka pengendalian prog
daerah ;
k. pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak dalam
mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pel
program pembangunan baik oleh pemerintah maupun sw
l. pengendalian sinergitas program pembangunan baik olef
pemerintah maupun swasta; dan
m. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pe
program pembangunan.
penyusunan rencana serta _pelgl

i -‘* dan menyajikan data hasil evajuam

program pembangunan daerah; dan

s. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan peram
kebijakan program pembangunan daerah ;

t. pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan bahan penyust
petunjuk pelaksanaan program pembangunan yang dik
APBD, APBD Provinsi, APBN pihak ketiga, bantuan pem
dan dana pembanguan lainnya;

u. penyusunan mekanisme dari APBD Kabupaten, APBD Pro
APBN, pihak ketiga, bantuan pembangunan dan
pembangunan lainnya;

v. penyusunandan sosialisasi pedoman pelaksanaan APBD;

w. penyusunan dan sosialisasi Standar Satuan Harga  {

pemerintah;

penyusunan dan sosialisasi Analisis Standar |

pengumpulan dan pengolahan data w

pelaksanaan pembangunan yang dibiayai ¢

APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga, bantt

dana pembangunan lainnya,

z. pemantauan dan pengendalian
pembangunan yang dibiayai dari APBD Kr

“«
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pembangunan lainnya serta menyiapkan sarana penycnrli
dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pela
tugas.

Pasal 30

(1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mempersiapkan pede
dan petunjuk teknis, dan melaksanakan pembinaan dan ad
barang/jasa pemerintah serta melaksanakan
2 & o "yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa Pe
mempunyai fungsi:

a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/_]asa D
terutama para pengelola pengadaan barang/jasa—da
UKPBJ;

b.
=3
d.
is e.
| f.
g
h standarisasi  layanan
i.
j. bimbingan teknis, pendampingan dan/atau

proses pengadaan barang/jasa pemerintah di
lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa;
pelaksanaan  bimbingan teknis, pendampingan, dan
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pen,
barang/jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e katalog,
monev, SIKAP; dan

. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa Kkontrak me]a,lgl

mediasi.
m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Pasal 31
(1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dan LPSE mempw
tugas mengumpulkan bahan, mempersiapkan pec dan pe

teknis pengadaan barang/jasa pemerintah,

mengembangkan layanan pengadaan secar

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ke'
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak 44

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan L :

a. pelaksanaan inventarisasi paket pengadaar

b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barar
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c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; .

d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta doku
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

e./ pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa;

" penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/ sekis

g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pen
barang/jasa pemerintah;

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peng:
barang/jasa pemerintah ;

i. pelakanaan pengelolaan seluruh system informasi
barang/jasa termasuk akun pengadaan system pengad
elektronik dan infrastrukturnya;

i, j. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah

'z elektronik;

j. melakukan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan Vv
pengguna seluruh system informasi pengadaan barang/jes

k. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengeafbanga
informasi;

1. pengembangan system informasi yai " b ﬂ

¢ O ~ }

Lo o i
e engadaan barang/jasa

E pfitrak ;
rtanggungjawaban atas pelaksanaan

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum
Pasal 32

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membant
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelak
kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol ¢
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. serta
lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Asisten Administrasi mempunyai fungsi: '
a. penyusunan kebijakan di bidang organisasi _
b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan

komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang organisasi;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
" umum,organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan,
perencanaan dan keuangan;
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